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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU 
 

NOMOR 01 TAHUN 2012 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KABUPATEN BURU TAHUN 2012 - 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
                                                              BUPATI BURU,  

 
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 75 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur  Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 Dalam 
Peraturan Daerah; 

b. bahwa penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi pemerintah 
Daerah untuk melaksanakan kebijakan keuangan daerah, strategi 
dan arah kebijakan, serta Program Kegiatan Pembangunan yang 
dilaksankan oleh pemerintah daerah dalam 5 tahun kedepan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang 
penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3961); 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 4725); 

  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  10.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Tatacara dan Tahapan Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 
tentang RPJMN 2010-2014. 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 
2008 Nomor 17); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU 
 

dan 
 

BUPATI BURU, 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012-2017 
 
 
         BAB I 
 
       KETENTUAN UMUM 
  

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru; 
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 

c. Bupati adalah Bupati Buru; 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Buru; 

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan 

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah Kabupaten Buru; 

f. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat 

di tingkat pusat dan daerah; 
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g. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu. 

h. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan 

indeks pembangunan manusia 

i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, 

yang selanjutnya disingkat RPJMD 2012-2017, adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017; 

j. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012-2017, 

yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru untuk 

Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2017. 

k. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 

l. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk 

kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 

m. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan 

datang. 

n. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi 

o. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai tujuan; 
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p. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak 

dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan 

pemerintahan daerah yang dapat terukur 

q. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program 

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan 

r. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat 

menunjukan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan. 

 

        BAB II 

    PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 
 

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan 

penjabaran dari visi, misi, program Bupati hasil pemilihan Kepala 

Daerah yang dilaksanakan secara langsung tahun 2011; 

(2) Program Pembangunan jangka menengah Daerah dilaksanakan oleh 

SKPD melalui dokumen Renstra SKPD;  

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman  bagi : 

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru dalam menyusun 

Renstra SKPD; 

b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

 
Pasal 3 

 
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM 

Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD; 

(2) Renstra SKPD memuat indikator yang terukur secara kuantitatif; 

(3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling 

lambat 30  (tiga puluh) hari setelah RPJMD diundangkan menjadi 

Peraturan Daerah. 

(4) Renstra yang dimaksud pada ayat (3) dapat dijabarkan setiap tahun 

melalui penyusunan Rencana Kerja SKPD.  

 
 
 
 
 


